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RATA PDENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat
Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dapat menyelesaikan
Dokumen Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 -
2024.

Kebijakan Pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah
ditetapkan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sehingga melalui undang-undang tersebut Pemerintah Daerah
telah diberikan kewenangan penuh untuk merencanakan pembangunan dengan
memanfaatkan segenap potensi yang ada. Dengan adanya undang-undang tersebut,
pemberdayaan masyarakat di daerah diharapkan dapat berjalan secara optimal untuk,
menumbuhkan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga terdapat
hubungan yang timbal balik antara Kebijakan Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah
dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang pada gilirannya mewujudkan masyarakat
adil dan Sejahtera.

Untuk kesamaan pemahaman tentang hakekat Pemberdayaan Masyarakat
berdasarkan perspektif kebijakan pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Maluku menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2019 — 2024
yang merumuskan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa di Provinsi Maluku.

RENSTRA 2019 — 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Maluku diharapkan menjadi tuntunan bagi Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi, Aparatur Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten/Kota dan
Aparatur Instansi terkait dalam merencanakan dan mengelola program-program
Pemberdayaan Masyarakat sehingga tercipta kesatuan gerak operasional dalam
pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat menuju terwujudnya
kemandirian masyarakat dan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kepada semua Pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dokumen ini,
kami ucapkan terimakasih.

Pit. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAB:IMASYARAKAT DAN DESA
NS,

NIP 19650413 199303 1009
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BAB |
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan sistem pemerintahan yang baik
(good governance). Pemerintahan disebut baik apabila mengembangkan dan
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan
prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh
seluruh lapisan masyarakat. Prinsip tersebut membutuhkan indikator yang jelas agar
dapat dipedomani oleh setiap aparatur pemerintahan di daerah. Indikasi profesional,
misalnya meliputi profesional dalam mengejar kesempurnaan proses untuk mencapai
kuantitas dan kualitas hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang
didukung dengan kesungguhan dan ketelitian kerja, ketekunan dan ketabahan,
integritas tinggi, serta kebulatan pikiran dan perbuatan.

Keberhasilan pembangunan daerah harus diawali dengan pelaksanaan
perencanaan yang baik dan transparan, walaupun perencanaan yang baik dapat dibuat
dengan tidak mudah. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan daerah dibutuhkan
kemampuan mengakomodasi kepentingan nasional dan juga harus mampu
mengidentifikasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua kepentingan tersebut
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam satu sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Maluku bersama-sama dengan DPRD Provinsi Maluku
telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan semata — mata untuk lebih
mengefektifkan kinerja Organisasi Pemerintahan, khususnya pada tingkat Provinsi
Maluku. Sehubungan dengan tujuan ini, maka Sesuai Paragraf 1 pasal 32 dan
Paragraf 2 Pasal 33 Peraturan Gubenur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Maluku ditetapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam melaksanakan
Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat
melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan
masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan
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dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk
menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan,
memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari,
Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang
inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan
memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh
proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan
yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan
sebagai obyek.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan
masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah
kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan
dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksessibilitas yang tidak sulit,
pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai arahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024,
maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu Perangkat
Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Strategi. Dokumen Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku merupakan Rencana
Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang didalam pelaksanaannya
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku yang disusun setiap tahun sebagai Rencana
Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh
program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang
ingin dicapai sampai dengan Tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan,
sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan
dilaksanakan sampai dengan tahun 2024. Proses penyusunan Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
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Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan
penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun
Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi),
Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran
pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab./Kota, perumusan isu strategis, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka
pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan
Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah
awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Maluku dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran
kinerja Instansi Pemerintah.

. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Maluku berdasarkan pada kerangka regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat | Maluku jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan
Aru di Provinsi Maluku jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku jo. Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di
Provinsi Maluku.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
JangkaMenengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Maluku Tahun 2005-2025
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomorl6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2024

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Maluku Tahun 2014-2019.
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor ................... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DPMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dimaksudkan

sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Provinsi
Maluku Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan
kepada DPMD Provinsi Maluku, diantaranya adalah :

1.

Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;

. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh

seluruh jajaran DPMD dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun
ke depan;

Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan
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Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DPMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus
menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan DPMD Provinsi
Maluku;

2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja DPMD;

3. Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah;

4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima
tahunan DPMD Provinsi Maluku.

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB| PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.2. Dasar Hukum
I.3. Maksud dan tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
I1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
11.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
11.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
I1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 11l PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
I11.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
I11.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
I11.3. Telaahan Renstra K/L
I11.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

I1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Bab Il Pasal 2 huruf (d)
point (11) menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016, bagian
Kesebelas Paragraf 2 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa tugas Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah “ Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah Provinsi®.

Dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016
disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku
mempunyai fungsi :

a. Perumusan program dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
sesuai Rencana Strategis Daerah / RPJIMD

b. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

c. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pembinaan Teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan Ketatausahan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di sesuai tugas dan

fungsinya.

@ o o

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Maluku dan ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Maluku
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku serta Peraturan Gubernur Maluku Nomor 17
tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan
Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku,
sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mengalami perubahan
Nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan susunan
organisasi terdiri dari :

A. Kepala Dinas
B. Sekretariat membawahkan :
Zenstra DPID Provindc Malubn 2019 -2024
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a. Subag Kepegawaian dan Umum

b. Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Subag Keuangan dan Aset

. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

a. Seksi Penataan, Administrasi Pemerintahan Desa dan Evaluasi Perkembangan
Desa.

b. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

. Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa , terdiri dari :

a. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa

b. Seksi Pengembangan Kapasitas.

. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dsar.

b. Seksi Pengembangan Ekonomi, SDA, TTG dan Pembangunan Sarana
Prasarana Desa

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, terdiri dari :

a. Seksi Pembangunan Ekonomi Dan Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan

b. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Maluku, disajikan dalam Gambar 2.1.
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas PMD Provinsi Maluku

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI MALUKU

[ KEPALA DINAS |

SEKRETARIS BADAN |

[
I

| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN |

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, | | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGANDAN |

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN
KELURAHAN

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN &
PENINGKATAN KAPASITAS

KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN &
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

KEPALA SEKSI PENATAAN, ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
KERJASAMA DESA

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA & PELAYANAN SOSIAL
DASAR

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN EKONOMI
DAN PENGEMBANGAN SDA KAWASAN
PERDESAAN

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN &
ASET DESA

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI, SDA ,
TG & JNAN SARANA
DESA

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN SARANA
PRASARANA KAWASAN PERDESAAN

Berdasarkan : Perda Provinsi Maluku No.6 Tahun 2016

(Kondisi Per 31 Desember 2019)
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Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas

PMD adalah sebagai berikut:

l.
a.

Sekretariat

Sekretariat, mempunyai  tugas, menyusun rencana  operasional,

menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan,

evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan asset sesusi ketentuan yang berlaku
untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.

Uraian tugas dimaksud adalah :

a) Menyusun rencana operasional di lingkup Sekretariat Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Dinas
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai tugas pokok
dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan secara efektif dan efesien;

c) Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak menjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku secara berkala sesuai
peraturan dan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;

e) Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan
Masayarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan
akuntabel;

f) Menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan,
sumberdaya aparatur, perencanaan diklat dan analisis jabatan di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai

ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
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g) Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum,
perencanaan, keuangan dan asset di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masayarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h) Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di
lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
dalam penyusunan data statistic sektoral di bidang kepegawaian;

1) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas yang telah
dilaksanakan sebahai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan
datang;

J) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkaa sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Il. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
a. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan administrasi pemerintahan
desa dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan keuangan dan asset
desa sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja optimal.
b. Uraian Tugas dimasud adalah :

a) Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pemerintahan Desa
dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Maluku berdasarkan Program Kerja Dinas serta petunjuk pimpinan
sebagai pelaksanaan tugas;

b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
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d)

f)

9)

h)

Desa Provinsi Maluku sesuai tugas pokok dan tanggungjawab agar tugas
yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efesien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemerintahan
Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Satuan Kerja di
Lingkup Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku melalui program Penataan
Administrasi Pemerintahan Desa, Evaluasi Perkembangan Desa dan
Pengelolaan keuangan dan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan
akuntabel;

Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan
melalui program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa, Evaluasi
Perkembangan Desa dan Pengelolaan keuangan dan Aset Desa sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar menghasilkan program kerja yang
efektif, efisien dan akuntabel ;

Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi melalui Program Penataan
Administrasi Pemerintahan Desa, Evaluasi Perkembangan Desa dan
Pengelolaan keuangan dan Aset Desa di Lingkup Bidang Pemerintahan
Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan
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yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan
efisien;

i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas yang telah dilaksanakan sebahai bahan laporan
kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa dan
Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkaa sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

I11. Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas
a. Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembgaan dan
kerjasama desa serta pengembangan kapasitas sesuai ketentuan yang
berlaku untuk mencapai kinerja optimal.
b. Uraian tugas dimasud sebagai berikut :

a) Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Kelembagaan dan
Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Dinas serta petunjuk
pimpinan sebagai pelaksanaan tugas;

b) Mendistribusikan tugas kepada  bawahan di lingkup Bidang
Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai tugas pokok dan
tanggungjawab agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif
dan efesien;

c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan
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d)

f)

9)

h)

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Kelembagaan dan
Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Satuan Kerja di
Lingkup Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku melalui
program kerjasama kelembagaan dan peningkatan kapasitas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar menghasilkan program kerja
yang efektif, efisien dan akuntabel,

Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan
melalui program kerjasama kelembagaan dan peningkatan kapasitas di
Lingkup Bldang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, Dinas
maupun instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel ;
Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Lingkup Kelembagaan
dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Maluku melalui Program kerjasama kelembagaan dan
peningkatan kapasitas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup
Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif
dan efisien;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas yang telah dilaksanakan

sebahai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
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)

K)

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan dan
Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

IV. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan  kebijakan

pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan sosial dasar serta

pengembangan ekonomi, sumberdaya alam, teknologi tepat guna dan

pembangunan sarana dan prasarana desa sesuai ketentuan yang berlaku

untuk mencapai kinerja optimal.

b. Uraian Tugas tersebut adalah :

a)

b)

d)

Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Dinas serta
petunjuk pimpinan sebagai pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai tugas
pokok dan tanggungjawab agar tugas yang diberikan dapat berjalan
secara efektif dan efesien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku secara berkala
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f)

9)

h)

sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Satuan Kerja di
Lingkup Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku melalui
program pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan sosial dasar
serta pengembangan ekonomi, sumberdaya alam, teknologi tepat
guna dan pembangunan sarana dan prasarana desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar menghasilkan program Kkerja yang
efektif, efisien dan akuntabel;

Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan
melalui program pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan
sosial dasar serta pengembangan ekonomi, sumberdaya alam,
teknologi tepat guna dan pembangunan sarana dan prasarana desa di
Lingkup Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Dinas maupun instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan
akuntabel ;

Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Lingkup Bidang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku melalui
Program pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan sosial dasar
serta pengembangan ekonomi, sumberdaya alam, teknologi tepat
guna dan pembangunan sarana dan prasarana desa sesuai ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di
lingkup Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan
dapat berjalan secara efektif dan efisien;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Bidang

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas
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)

K)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas yang telah
dilaksanakan sebahai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang
akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

V. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

a. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan

ekonomi dan pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan dan

pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan sesuai ketentuan

yang berlaku untuk mencapai kinerja optimal.

b. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

a)

b)

Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pembangunan
Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Dinas serta petunjuk
pimpinan sebagai pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Pembangunan  Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai tugas pokok dan
tanggungjawab agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara
efektif dan efesien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan
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d)

f)

9)

h)

dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Pembangunan  Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku secara berkala sesuai
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Satuan Kerja di
Lingkup Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku melalui
program pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya
alam kawasan perdesaan dan pembangunan sarana dan prasarana
kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel,
Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan
melalui program pembangunan ekonomi dan pengembangan
sumber daya alam kawasan perdesaan dan pembangunan sarana
dan prasarana kawasan perdesaan di Lingkup Bidang
Pembangunan Kawasan Perdesaan, Dinas maupun instansi terkait
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar menghasilkan program
kerja yang efektif, efisien dan akuntabel ;

Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Lingkup Bidang
Pembangunan  Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku melalui Program
pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya alam
kawasan perdesaan dan pembangunan sarana dan prasarana
kawasan perdesaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di
lingkup Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sesuai
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)

K)

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan
dapat berjalan secara efektif dan efisien;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Pembangunan  Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas yang
telah dilaksanakan sebahai bahan laporan kegiatan dan rencana
kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan
Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia/ Aparatur

Sumber Daya Manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Provinsi Maluku hingga Desember 2018 berjumlah 37 personil, dengan komposisi

sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon

Kepala Badan /1l A : 1 orang
Sekretaris/INA : 1 orang
Kepala Bidang/Il11A : 4 orang
Kepala Sub Bidang/IVA : 7 orang
Kepala Sub Bagian/IVA : 3 orang
Staf : 21 orang
Tenaga Kontrak . 29 orang
22
2) Menurut Tingkat Pendidikan :
S2 : 10 orang

Zenstra DPID Provindc Malubn 2019 -2024



S1

D 3 /Sarjana Muda
SLTA

SMP

SD

3) Menurut Golongan/Ruang

Golongan IV/d
Golongan 1V/b
Golongan IV/A
Golongan 1l1/d
Golongan lIll/c
Golongan 111/b
Golongan lIll/a
Golongan 1l/d
Golongan ll/c
Golongan Il/b
Golongan ll/a

Tenaga kontrak

. 22 orang
: - orang

. 5 orang

orang

orang

: 1 orang
: 5 orang
. 4 orang
. 7 orang
: 5 orang
. 7 orang
: 6 orang
. - orang
. 2 orang
: - orang
: - orang
: 29 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa cukup menunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun komposisi pegawai berdasarkan golongan

dan tingkat pendidikan, tergambarkan sebagai berikut:
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Tabel 2.1

Keadaan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku
Per Desember 2018

Gol/Ruang (orang) Tingkat Pendidikan
No Eselon AV 1 | B | Non SD | SMP | SMA | D3/SM | S1 | S2
Gol.

1. I 1 - -] - - - - - - - 11
2. i 4 1 - | - - - - - - 2 | 3
3. v 3 70 - - - - - - - 515
4. | Fungsional - -l -] - - - - - - - | -
5. Staf 2 171 2 | - - - - 5 - 14 | 2
6. | T.Kontrak - - -1 -1 29 - - 4 2 23 | -

JUMLAH 10 |25 |2 | - 29 - - 9 2 44 | 11

2. Sarana dan Aset Perangkat Daerah

Sarana kerja yang ada di DPMD Provinsi

bisa terlihat dapat dilihat sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Daftar Aset Tetap Per 31 Desember 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Malulu

NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp)

298 2,114,588,954.01

1 [Alat-alat Angkutan 15 971,448,154
- Station Wagon 3 588,200,000
- Mini Bus (15 Org Kebawah) 1 172,822,154
- Sepeda Motor 11 210,426,000
2 |Alat Kantor dan Rumah Tangga 255 980,814,727
- Mesin Tik 4 10,250,000
- Almari Besi 3 10,800,000
- Rak Kayu 1 4,000,000
- Filling Besi / Metal 7 10,800,000
- Lemari Kaca 5 17,750,000
- Lemari Kayu 3 9,100,000
- Meja Kayu / Rotan 22 58,183,333
- Kursi Kayu / Rotan 16 9,716,667
- Meja rapat 2 18,250,000
- Meja Tulis 5 5,200,000
- Meja Telepon 1 1,500,000
- Kursi Rapat 24 8,100,000
- Kursi Tamu 1 3,000,000
- Kursi Putar 2 1,800,000
- Kursi Biasa 4 1,950,000
- Kursi Lipat 10 5,000,000
- Meja 1/2 Biro 26 66,800,000
- Sofa 1 10,000,000
- AC Unit 3 23,800,000
- AC Split 2 17,000,000
- Televisi 1 2,250,000
- Handy Cam 2 7,000,000
- P.C. Unit 3 22,206,677
- Laptop 36 420,007,690.42
- Note Book 2 24,418,000
- Personal Komputer Lainnya 1 40,000,000
- Hardisk 2 2,000,000
- Printer 29 67,682,360
- Scaner 3 9,650,000
- Peralatan Mini Komputer Lainnya 5 1,050,000
- Server 1 20,000,000
- Meja Kerja Pejabat 5 8,500,000
- Kursi Kerja Pejabat 7 16,300,000
- Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis 16 46,750,000
3 [Alat Studio dan Alat Komunikasi 28 162,326,073
- Camera+Attachment 20 124,550,000
- Proyektor+attachment 1 13,826,073
- Camera Elektrik 1 9,000,000
- Alat Penyimpan Data 1 1,000,000
- telepon (Fasx) 2 1,450,000
- Facsimile 2 10,500,000
- Vacum Oven 1 2,000,000
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Berdasarkan Tabel 2.2. terlihat bahwa Jumlah aset Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku sampai dengan 31 Desember 2018 adalah
sebanyak 298 Unit/Set atau senilai Rp. 2.114.588.954,01, yang terdiri dari 3 kelompok
besar yaitu alat-alat angkutan, Alat kantor dan rumah tangga serta alat studio dan alat
komunikasi.

11.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengenai kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-
Desa) Provinsi Maluku secara umum dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja
program berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dan berdasarkan RRIMD Provinsi Maluku tahun 2014 — 2019. Pencapaian indicator
Kinerja program berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2014 — 2019 mencerminkan
bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku belum
seluruhnya mencapai target yang ditetapkan, hal itu disebabkan masih terdapat kendala-
kendala yang harus diselesaikan dalam rencana berikutnya.

Secara rinci, pagu anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014 sampai dengan 2019 dapat terlihat pada
tabel 2.3 berikut .
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TABEL 2.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI MALUKU

RASIO ANTARA REALISASI DAN

URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - ANGGARAN TAHUN KE -
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
@ @ ® Q] ©) (6) ) ®) © (109) (1) (12 | (13 | (14 | (15 | (16)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 623,702,000 | 1,062,443,000 865,510,000 902,355,000 | 1,081,542,792 601,662,992 793,940,346 825,906,184 840,329,251 982,432,351 | 0.96 0.75 0.95 0.93 0.91

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Nilai Budaya 3,855,909,000 | 4,300,425,000 3,075,145,323 |  3,912,909,400 0.80 0.91

327,105,000 364,994,000 604,410,000 536,000,000 | 334,530,000 317,637,020 357,055,645 552,649,638 475,244,546 235,426,059 | 0.97 0.98 0.91 0.89 0.70

167,700,000 176,310,000 231,038,000 80,000,000 90,000,000 154,734,700 158,049,890 195,221,000 75,463,000 79,338,300 | 0.92 0.90 0.84 0.94 0.88

218,575,000 200,000,000 194,410,000 320,000,000 | 874,413,321 212,028,800 156,687,000 171,536,600 293,724,700 783,395,621 | 0.97 0.78 0.88 0.92 0.90

Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Program Peningkatan Keberdayaan

721,400,000 | 1,394,371,000 | 2,562,706,000 | 2,658,200,000 | 2,385,000,000 672,211,400 | 1,330,054,250 | 2,118,107,150 | 2,317,506,000 | 2,057,740,700 | 0.93 0.95 0.83 0.87 0.86

225,000,000 | 28,714,652,000 | 26,453,954,000 | 35,944,612,000 212,442,200 | 7,312,968,834 | 21,040,240,459 | 30,145,671,809 094 | 025 | 080 | 084
Masyarakat Perdesaan

Ez‘:g:z;iengembangan Lembaga Ekonormi 3,062,844,000 | 291,400,000 | 375,000,000 | 468,093,000 1,639,008,620 | 240,832,800 | 317,574,100 | 428,638,400 054 | 083 | 085 | 092
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi 150,000,000 149,295,000 1.00

Masyarakat

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam membangun Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

Program Penguatan Kelembagaan Pengarus

1,047,650,000 | 1,183,400,000 698,500,000 630,000,000 | 452,607,000 969,972,300 | 1,101,174,600 610,864,600 582,897,726 409,937,000 | 0.93 0.93 0.87 0.93 0.91

866,467,000 | 11,707,930,000 994,120,000 | 2,371,508,000 | 719,791,000 771,599,500 | 4,775,726,100 834,015,600 | 1,998,966,200 668,991,168 | 0.89 041 0.84 0.84 0.93

Fooram Penguaan Keert 140475000 | 61,708,000 136344700 | 61,308,000 097 | 099
Program Peningkatan Peran Perempuan dan 162,250,000 | 11,100,000 157,848,475 8,394,800 097 | 076

Perdesaan

Program Penanggulangan Kemiskinan 20262,467,000 | 5,646,549,000 | 6,199,115000 | 4496824000 | 75000000 | 22792,640767 | 4,149267,100 | 4562523362 | 3911194148 | 70334000 | 078 | 073 | 074 | 087 | 094
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 283,200,000 242,474,500 0.86

Masyarakat

Program Penerapan dan Pengembangan
Teknologi Tepat Guna (TTG)

Program Pengelolaan Fasilitas Umum di

574,075,000 615,118,500 500,000,000 325,000,000 | 325,000,000 524,816,525 493,417,800 439,946,200 306,021,000 316,790,200 | 0.91 0.80 0.88 0.94 0.97

; X 150,000,000 100,000,000 139,440,000 92,345,700 0.93 0.92
Lingkungan Permukiman Masyarakat

Program Peningkatan Kelembagaan Adat dan 310,948,000 | 1,079,175,000 | 154,000,000 279578000 | 914408803 | 76,892,500 09 | 0.8 | 050
Sosial Budaya Masyarakat

TOTAL 38,625,075,000 | 58,501,844,500 | 40,056,111,000 | 49,718,674,000 | 7,059,977,113 | 30,090,854,202 | 26,250,862,385 | 32,010,861,593 | 42,179,001,283 | 6,202261999 | 080] 045] 080] 085 088
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Berdasarkan uraian pada tabel 2.3, dapat dipaparkan beberapa hal terkait
anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku sebagai berikut:

v

v

Terdapat kurang lebih 18 program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dalam kurun waktu pelaksanaan
Renstra Tahun 2014-20109.

Terdapat 2 (dua) program terkait urusan pemberdayaan perempuan yang
kemudian tidak lagi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa sejak tahun 2016 karena telah menjadi Urusan pada Dinas
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

Terkait pagu anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku, terlihat bahwa rata-rata terdapat fluktuasi anggaran dari
tahun ke tahun, atau dengan kata lain terdapat penambahan maupun
pengurangan pagu anggaran.

Terkait realisasi anggaran per tahun juga cenderung mengalami peningkatan
dengan rasio 0,03 kecuali pada tahun 2016 yang mana realisasi anggaran
cenderung menurun diakibatkan adanya kegiatan dengan pembiayaian APBN
yang mengalami pembatalan dalam pelaksanaanya sehingga realisasi
anggaran cenderung kecil.

Salah satu kinerja menyeluruh yang dihasilkan dari kegiatan DPM-Desa Provinsi
Maluku adalah adanya peningkatan status sejumlah desa, seperti terlihat pada Grafik dan
uraian berikut.
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Gambar 1. Grafik Kemajuan Tipologi Desa di Provinsi Maluku, Tahun 2015 — 2018.
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Terlihat pada grafik tersebut bahwa perkembangan desa sangat tertinggal dan
tertinggal menjadi desa berkembang selama periode 2015 — 2018 mencapai 138 desa atau
sebesar 98.33 %, sedangkan desa tertinggal dan berkembang menjadi desa maju dan
mandiri mencapai 41 desa atau sebesar 70.69 %.

I1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku
2019-2024, mempertimbangkan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi
Maluku dimana penetapan indikator kinerja merupakan indikator kinerja mandiri, dengan
mempertimbangkan indikator kinerja terkait pada Kementrian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, dan Kementrian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa,
maupun Indikator  Kinerja  Badan/Dinas/Kantor =~ Pemberdayaan = Masyarakat
Kabupaten/Kota. Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap
variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator
kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum
terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur
yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa.
Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur
keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu keniscayaan.
Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada renstra kementrian dalam negeri (Ditjen
PMD), terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam
perumusan indikatornya.

Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari renstra
Kab./Kota yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator
Kinerja yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan
masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja
adalah adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan OPD antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota menjadikan capaian Kinerja yang
berbeda dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, ketidakberadaan organisasi
perangkat daerah di Kota sehingga Tugas pokok dan fungsi OPD Pemberdayaan
masyarakat dan desa diampu oleh bagian lain di pemerintah daerah kota di Maluku.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang
bagi pengembangan pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku ke depan sebagai berikut :
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a. Faktor Tantangan Organisasi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan
(Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik
menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah,
civil society dan dunia usaha/swasta;

Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan
ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an,
bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal
1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai
akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga
diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;

Tantangan pendekatan pembangunan global dari MDGs menjadi SDGs, dimana
tujuan satu, yaitu menghapus kemiskinan dan tujuan dua, yaitu mengakhiri
kelaparan serta pelaksanaannya perlu dilokalkan menuntut penyelenggara di
daerah harus siap secara kelembagaan, regulasi, SDM, perencanaan,
penganggaran serta monitoring-evaluasi yang sinergi dan terintegrasi.

Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat
mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna
mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;

Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan
masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat
meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;

Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta
dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan
banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional;

b. Faktor Peluang Organisasi

1)

2)

Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019 — 2024 dengan
salah satu kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan
penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang
berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif dan
mengedepankan partisipasi rakyat ( participatory based development ) serta
pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin ( pro poor
growth );

Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan
suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang,
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memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan
mengandung pula arti melindungi masyarakat .

3) Dukungan pembiayaan pembangunan desa melalui transfer Dana Desa dari pusat
mendorong desa untuk lebih berkreasi dan berinovasi untuk membangun desa
guna mengejar kertinggalan dari berbagai aspek pembangunan,

4) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan
berdaya saing;

5) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

I11.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
PMD

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat dalam berbagai aspek, dengan memiliki unsur-unsur yang memungkinkan
mereka dapat bertahan (survive). Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dapat dilihat
dari tiga aspek:

Pertama : Sebagai upaya untuk menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan masyarakat berkembang.

Kedua : Sebagai upaya untuk memperkuat potensi/daya yang dimiliki
masyarakat melalui pemberian input bantuan berupa pendidikan dan
kesehatan, pemberian akses ke sumber-sumber ekonomi seperti
permodalan, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar serta
penguatan dan pembaharuan institusi-institusi  sosial dan
pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan.

Ketiga : Sebagai perlindungan melalui upaya pemihakan kepada masyarakat
yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, serta
menciptakan interaksi sosial ekonomi yang lebih positif.

Untuk mewujudkan ketiga aspek pemberdayaan di atas, maka Dinas PMD
Provinsi Maluku memiliki nilai Strategis dalam kedudukannya sebagai salah satu
Perangkat Daerah (OPD) di antara OPD lainnya untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai tugas
pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada urusan pemberdayaan masyarakat
dan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku tidak terlepas dari

berbagai permasalahan pembangunan sesuai RPJIMD 2019-2024 antara lain :

1) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa & tata kelola
pemerintahan desa dan/atau negeri.
2) Rendahnya kapasitas SDM masyarakat desa dan/atau negeri.
3) Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antar
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pemerintah. (perencanaan dan penganggaran)
4) Terbatasnya data indikator dan potensi serta informasi pembangunan desa

dan/atau negeri
5) Belum adanya pembangunan desa berbasis kearifan lokal. (model)
6) Belum optimalnya pendekatan untuk percepatan pembangunan desa menjadi desa

berkembang dan mandiri di setiap gugus pulau.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut
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TABEL : 3.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

NO

MASALAH POKOK

MASALAH

AKAR MASALAH

2

3

4

Pelayanan Publik pada OPD Dinas
PMD belum optimal

Belum meratanya Sumber Daya Manusia yang
melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Publik

Belum optimalnya kualitas dan
kuantitas Sumber Daya Manusia
ASN dalam mendukung pelaksanaan
Tugas dan Fungsi

Belum tersedianya Gedung Kantor
yang Representatif dalam
mendukung Pelayanan Publik pada
OPD

Terbatasnya sarana dan prasarana
perkantoran pendukung Pelayanan
Publik

Rendahnya Kualitas Manajemen
Pengelolaan Pemerintahan Desa

Kurang optimalnya penyelenggaraan
Pemerintahan di Desa

Terbatasnya Kualitas Sumber Daya
Aparatur Pemerintahan Desa
Terbatasnya Sarana dan prasarana
Pendukung Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Belum Sinerginya Pemahaman
Aparatur Pemerintahan Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam Perencanaan,
Pelaksanaan, Pengawasan
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Desa

Belum berfungsinya Lembaga
Kemasyarakatan di Desa

Belum Sinerginya Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi antar kelembagaan masyarakat di Desa

Terbatasnya data kelembagaan
Masyarakat di Desa

Belum optimalnya kapasitas
Lembaga kemasyarakatan di Desa
Rendahnya sinergitas
penyelenggaraan tugas dan fungsi
kelembagaan masyarakat Desa

Belum Berdayanya Masyarakat di
Desa

Belum Sinerginya Program Pemberdayaan
Masyarakat di Desa

Belum adanya model Pembangunan
Desa berbasis Kearifan Lokal dalam
Percepatan Pembangunan di desa

Belum Optimalnya Sinergitas
Penyelenggaraan Program
Pemberdayaan Masyarakat yang
dilaksanakan antar OPD di Daerah
dan antar Pemerintahan dalam
perencanaan dan penganggaran

Belum optimalnya pengembangan
perekonomian masyarakat desa

Rendahnya Kapasitas Lembaga
Ekonomi Perdesaan.

Rendahnya Kapasitas Sumber Daya
Manusia Masyarakat Desa.

Terbatasnya Sarana Prasarana Ekonomi dan
Pelayanan Dasar Perdesaan

Kurang tersedianya sarana dan
prasarana Pendukung Peningkatan
Ekonomi Desa
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111.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Periode Tahun 2019-2024

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi
harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan
produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan
dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024 dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi,
potensi wilayah, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi
di Provinsi Maluku maka Visi Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019 — 2024 yakni “
Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan

dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ” .

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dengan memperhatikan
kondisi wilayah dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik berupa
aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik,

akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid,
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan
pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Maluku,
demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka ketersediaan dokter dan
tenaga medis, kelembagaan layanan serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata,

berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata
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kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap

meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku
yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat berkelanjutan secara lestari untuk
kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan berwawasan
lingkungan kepada petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam,
dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta memperhatikan aspek keberlanjutan

pemanfaatan dan pengelolaan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau,
dengan meningkatkan akses transportasi untuk memperkuat konektivitas interkasi ekonomi,
dan social-budaya serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara

merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara
berkelanjutan dengan senatiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung
antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai
memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan
senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif
terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan

potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan
berprestasi
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda
serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan
prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap
memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk
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kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun
ditinggalkan ( no one left behind ).

Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD
sesuai tugasnya yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ditinjau dari sisi
tugas perencanaan, secara umum tugas DPMD terkait dengan pencapaian visi dan seluruh
misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi
DPMD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 1 (satu)
Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur dan Melayani, Misi ke 3 (tiga) Pengelolaan
Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan serta Misi ke 4 (empat) yaitu Peningkatan

Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau.

Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap
pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Maluku tahun 2019-2024 dapat terlihat pada Tabel 3.2 berikut.
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Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan

No

Misi dan Program KDH dan
Wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan OPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

Misi 1:
Mewujudkan Birokrasi yang
Dinamis, Jujur dan Melayani

Belum Optimalnya Pelayanan Publik
pada OPD Dinas PMD Provinsi
Maluku sesuai dengan Tugas dan
Fungsi

Terbatasnya kuantitas serta
belum optimalnya kualitas
Sumber Daya Manusia ASN
dalam mendukung
pelaksanaan Tugas dan
Fungsi

Adanya kebijakan
peningkatan kapasitas SDM
Aparatur melalui Pendidikan
dan Pelatihan baik formal
maupun informal bagi ASN

Adanya pemberian
tunjangan kinerja serta
tunjangan penghasilan yang
memadai bagi ASN

Belum tersedianya Gedung
Kantor yang Representatif
dalam mendukung
Pelayanan Publik pada OPD

Adanya Sarana dan
Prasarana Perkantoran yang
mendukung Pelayanan
Adanya dukungan
kendaraan operasional
Pelayanan OPD

Rendahnya kualitas Manajemen
Pengelolaan Pemerintahan Desa

Terbatasnya Kualitas
Sumber Daya Aparatur
Pemerintahan Desa

Tersedianya Kebijakan serta
Anggaran dalam rangka
Peningkatan dan Penguatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa

Terbatasnya Sarana dan
prasarana Pendukung
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Tersedianya Anggaran
melalui ADD dan DD dalam
mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Belum Sinerginya
Pemahaman Aparatur
Pemerintahan Desa dan
Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam
Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengawasan Pembangunan
dan Pemberdayaan
Masyarakat di Desa

Adanya Rapat - Rapat
Koordinasi secara berkala
untuk mensinergikan
program aparatur
Pemerintahan Desa dan
Badan Permusywaratan
Adanya Sosialisasi Tugas
dan Fungsi Aparatur
Pemerintahan Desa dan
Badan Permusyawaratan
Desa serta Lembaga
kemasyarakatan Desa

Belum Sinerginya Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi antar kelembagaan
masyarakat di Desa

Terbatasnya data
kelembagaan Masyarakat di
Desa

Adanya Penyiapan Data
dan Informasi kelembagaan
Masyarakat di Desa

Terbatasnya kuantitas dan
kwalitas Lembaga
kemasyarakatan di Desa

Adanya Pembentukan atau
Revitalisasi Kelemabagaan
Masyarakat Desa

Rendahnya sinergitas
penyelenggaraan tugas dan
fungsi kelembagaan
masyarakat Desa

Adanya Rapat - Rapat
Koordinasi secara berkala
untuk mensinergikan
Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Kelembagaan
Masyarakat Desa

Misi 3 :
Pengelolaan Sumber Daya
Alam yang Berkelanjutan

Belum optimalnya pemanfaatan
Sumber Daya alam yang menjadi
potensi desa oleh masyarakat Desa

Rendahnya Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Masyarakat Desa.

Adanya Pelatihan dan
Bimbingan Teknis
pemanfaatan Sumber Daya
Alam Lokal desa dalam
meningkatkan Ekonomi

Rendahnya Kapasitas
Lembaga Ekonomi
Perdesaan.

Adanya Pelatihan dan
Bimbingan Teknis bagi
Pengelola Lembaga
Ekonomi Perdesaan

Belum adanya model
Pembangunan Desa berbasis
Kearifan Lokal dalam
Percepatan Pembangunan di
desa

Adanya penyiapan model
percepatan pembangunan
Desa berbasis Kearifan
Lokal

Misi 4 :
Peningkatan infrastruktur dan
konektivitas gugus pulau

Terbatasnya Sarana Prasarana
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Perdesaan

Kurang tersedianya sarana
dan prasarana Pendukung
Peningkatan Ekonomi Desa
serta Pelayanan Dasar
Perdesaan

Adanya kebijakan prioritas
pembangunan perdesaan
melalui Dana Desa dalam
Pengadaan dan
Pembangunan / Rehabilitasi
Sarana dan prasarana
pendukung Ekonomi serta
pelayanan dasar di Desa
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111.3. Telahaan Renstra K/L

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku menjalankan urusan
di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan demikian dalam menjalankan
tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa berada di bawah 2
(dua) Kementerian Republik Indonesia yakni Kementerian Dalam Negeri (Direktorat
Bina Pemerintahan Desa) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk
kurun waktu 2020-2024 yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan
desa antara lain :

1. Pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan
transmigrasi, kawasan perbatasan dan daerah tertinggal yang difokuskan pada
pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan
ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah

2. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa
(kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan
kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan

minimum.

Sementara itu, terkait Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal,
Kawasan Perbatasan dan Perdesaan, Rancangan RPJIMN 2020-2024 memaparkan
beberapa indikator terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :

1. Peningkatan status desa menjadi berkembang dan mandiri (desa) yaitu
Peningkatan Desa Mandiri sebanyak 3000 desa atau menjadi 8.559 desa, desa
berkembang naik sebanyak 7000 desa atau menjadi 58.879 desa dan
penurunan desa tertinggal sebanyak 7000 desa atau menjadi 6.232 desa

2. Pengembangan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten,
dengan target sebanyak 50 kawasan perdesaan.

3. Penurunan batas administrasi desa/kelurahan dengan target sampai dengan
2024 sebanyak 100%

4. Penurunan angka kemiskinan desa dengan target sampai dengan 2024 menjadi

9%
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Selengkapnya permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran

Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi Berdasarkan Renstra K/L Beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah
Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan
OPD Provinsi

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

Peningkatan Status Desa
menjadi Berkembang dan
Mandiri serta Penurunan
Desa Tertinggal

Dualisme data yang
digunakan oleh Bappenas
dengan Indeks Pembangunan
Desa dan Indeks Desa
Membangun yang digunakan
oleh Kementrian Desa dan
PDTT

Data IPD tidak tersedia
untuk semua desa hanya
yang menjadi prioritas target
nasional, IPD maupun IDM
tidak dilakukan evaluasi
setiap tahun.

Keaktifan aparatur Dinas
PMD dan para pendamping
desa dalam pengumpulan
data pemutakhiran data
perkembangan desa

Pengembangan kawasan
perdesaan sebagai kawasan
strategis kabupaten

Kurang sinerginya
perencanaan pengembangan
kawasan perdesaan antara
Pemerintah Pusat, Daerah
Provinsi serta Kabupaten/
Kota

Keterbatasan data serta
belum tersedianya pedoman
penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
kawasan perdesaan secara
baik

Tersedianya kebijakan serta
anggaran dalam rangka
pembangunan dan
pengembangan kawasan
perdesaan

Penetapan batas administrasi
desa/kelurahan dengan target
sampai dengan 2024
sebanyak 100%

Belum sinerginya OPD-OPD
terkait dalam menjalankan
fungsi guna penyelesaian
masalah penetapan batas
administrasi desa/kelurahan

Belum tersedianya payung
hukum khususnya yang
mengatur batas administrasi
desa-desa adat di Provinsi
Maluku

Adanya perhatian khusus
dari para pemangku
kepentingan terkait
penyelesaian permasalah
batas administrasi desa di
Maluku

I11.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang masih harus menjadi perhatian utama
pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan selanjutnya karena memiliki dampak jangka
panjang bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diselesaikan isu-isu
diatas secara bertahap. Adapun Isu strategis daerah Provinsi Maluku tahun 2019 — 2024
dirumuskan sebagai berikut :

1) Tingginya angka persentasi, kedalaman dan keparahan Kemiskinan serta
Pengangguran

2) Masih tingginya persentasi status desa sangat tertinggal dan tertinggal serta
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3)

4)
5)
6)
7)

8)

eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada
DPMD Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu
strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang
diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2019-2024) untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan

belum optimalnya pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikannya
Birokrasi yang tidak akomodatif, tidak komunikatif, tidak koordinatif dan tidak
kolaboratif

Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam secara bekelanjutan

Belum optimalnya implementasi pembangunan berbasis gugus pulau

Belum terjaminnya suasana kondusif untuk berinvestasi dan mengembangkan
pariwisata

Melemahnya nilai-nilai budaya

adalah sebagai berikut :
a. Strategi S-O

1) Mengoptimalkan kewenangan untuk mendorong masyarakat dalam bergotong

2)

3)

4)

royong dan berswadaya.

Mengoptimalkan SDM aparat, kelembagaan masyarakat dan masyarakat yang
di dukung dengan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.

Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang

sudah baku.

Memanfaatkan panduan dan sistem mekanisme kerja untuk mendukung

program-program bantuan dari pusat dan propinsi.

b. Strategi W-O

1) Membangun sistem informasi data yang akurat untuk mendukung program

2) Menambah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pemerintahan yang

bantuan dari pusat dan propinsi.

baik dan pembangunan yang partisipatif.
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3) Optimalisasi pemakaian anggaran dengan menggali potensi swadaya gotong
royong masyarakat, partisipasi aparatur pemerintahan desa dan lembaga
kemasyarakatan.

c. Strategi S-T

1) SDM aparat yang berkomitment tinggi dan berpengalaman dalam tugas,
panduan dan sistem mekanisme kerja serta anggaran yang tersedia untuk
meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana desa, infrastruktur
perdesaan serta mengurangi jumlah keluarga miskin.

2) Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang
sudah baku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa serta
meningkatkan potensi desa.

d. Strategi W-T
1) Optimalisasi pemakaian anggaran dengan membangun sistem informasi data
yang akurat serta di dukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai
untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana kantor desa,
infrastruktur perdesaan serta pengurangan jumlah keluarga miskin.
2) Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa, kelembagaan
masyarakat serta masyarakat desa.

Berdasarkan telaah analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, gambaran
pelayanan OPD dan renstra K/L, serta permasalahan pelayanan OPD selanjutnya akan
menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang bersifat wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan
desa. Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku
yaitu:

Peningkatan Kualitas Pelayaan OPD DPMD

Pengurangan Jumlah Desa Tertinggal

Peningkatan Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa

o a H~ w -

Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa
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7. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lokal Desa

Untuk menangani Isu Strategis tersebut, dibutuhkan segala daya upaya

pembangunan desa baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, mitra

pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya perlu didorong untuk

memenuhi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun Prioritas Pembangunan

berbasis perdesaan (rural-based development) meliputi :

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintahan desa dan
kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan.

Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi
geografisnya.

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.

Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan
pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.

Pemanfaatan dan pengelolaan Sumber daya alam serta lingkungan hidup yang
berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan
desa kota.

Pengawalan implementasi UU desa secara sistematis, konsisten, dan
berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.
Penyiapan data pembangunan desa yang berkualitas dan terupdate secara
berkelanjutan.

Untuk mengatasi kondisi objektif tersebut, perlu adanya ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang tepat, profesionalisme aparatur yang paripurna, Kkualitas

sumber daya manusia yang handal, serta ketersediaan anggaran yang cukup bagi

penjabaran kebijakan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa di Provinsi Maluku.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. TUJUAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat
Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang
perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,
dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
adalah :

1. Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat di desa melalui Pemberdayaan

Masyarakat;

2. Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

3. Meningkatkan pembangunan desa untuk mencapai dominasi status tipologi

yang berkembang, maju dan mandiri.

IV.2. SASARAN

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam
pelaksanaan  program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku, yaitu :

1. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa

2. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi perdesaan

3. Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa

4. Meningkatkan Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat Desa

5. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, social, ekonomi

dan partisipasi dalam menjaga serta perbaikan lingkungan.
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Keterkaitan Tujuan dan sasaran strategis selengkapnya sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No Tujuan Sasaran
1 |Mewujudkan Keberdayaan Meningkatnya keberdayaan
Masyarakat di desa melalui Masyartakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya kapasitas lembaga
ekonomi perdesaan

2 |Meningkatnya Kapasitas Meningkatnya Kapasitas
Pemerintahan dan Lembaga Pemerintahan Desa
Kemasyarakatan Desa

Meningkatkan Peran dan Fungsi
Lembaga Masyarakat Desa

w

Meningkatkan pembangunan desa |Meningkatnya akses masyarakat
untuk mencapai dominasi status  |terhadap pelayanan dasar, sosial,
tipologi desa yang berkembang, ekonomi dan partisipasi dalam
maju dan mandiri menjaga serta perbaikan
lingkungan.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah
ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan,
sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran

dimaksud sebagaimana tabel 4.2. berikut :
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Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku

. . Target Per Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 |Mewujudkan Keberdayaan |Meningkatnya keberdayaan  |Presentase desa maju 1.33 233 333 433 5.33 6.33
Masyarakat di desa melalui |Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat - -
Meningkatnya kapasitas Persentase Jumlah Bumdes yang 55 57 59 61 63 65
lembaga ekonomi perdesaan  |berkembang
Presentase Jumlah Kawasan Perdesaan 41 42 43 44 45 46
yang Telah Berkembang
Persentase Jumlah Bumades yang 36 38 40 42 44 46
berkembang
2 |Meningkatnya Kapasitas  |Meningkatnya Kapasitas Cakupan Sarana Perkantoran 31 33 35 37 39 41
Pemerintahan dan Lembaga |Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Yang Baik
Kemasyarakatan Desa
Persentase Kepala/ Perangkat Desa 25 28 31 34 37 40
yang Mengikuti Telah Diklat/Bintek
manajemen pemerintahan Desa
Presentase Jumlah Kepala Desa 55 58 60 63 66 69
Defenitif
Meningkatnya Peran dan Persentase Lembaga Masyarakat yang 62 64 66 70 72 75
Fungsi Lembaga Masyarakat |aktif menjalankan fungsinya
Desa
VenngKatkan —— [VIengKatnya akses — - e -
3 |MenmngKarkan Eningkatnya akses Nilai IDM) (Dimensi Sosial, Ekonomi | 057 | 059 | 0.61 | 064 | 066 | 0.68
pembangunan desa untuk  |masyarakat terhadap dan Lingkungan)
mencapai dominasi status  |pelayanan dasar, sosial,
tipologi desa yang ekonomi dan partisipasi dalam
berkembang, maju dan menjaga serta perbaikan
diri linalciinpan
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Maluku adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta
rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka
menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Maluku mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja
hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.

Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Maluku. Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan
peran lembaga usaha ekonomi desa dan kawasan perdesaan, serta peran kelompok-
kelompok usaha ekonomi masyarakat, Peningkatan Penataan Administrasi Desa,
Pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan kapasitas
sumber daya manusianya serta penataan lembaga masyarakat desa dan peningkatan
pemahaman terkait tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan desa. Perumusan
strategi mendasar pada berbagai alternatif strategi yang dimungkinkan untuk mencapai

indikator sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut terlampir :
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Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra OPD
Periode 2019-2024

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 |Mewujudkan Keberdayaan Meningkatnya keberdayaan Meningkatkan program-program Peningkatan peran kelompok-

Masyarakat di desa melalui
Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Desa

pemberdayaan masyarakat desa

kelompok usaha ekonomi masyarakat
guna peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Meningkatnya kapasitas lembaga
ekonomi perdesaan

Meningkatkan aktivitas lembaga
usaha ekonomi perdesaan

Peningkatan peran dan fungsi
lembaga usaha ekonomi desa dan
kawasan perdesaan

2 |Meningkatnya Kapasitas Meningkatnya Kapasitas Meningkatkan Kapasitas Sumber Peningkatan Penataan Administrasi
Pemerintahan dan Lembaga Pemerintahan Desa Daya Manusia Aparatur Desa, Pembinaan terhadap aparatur
Kemasyarakatan Desa Pemerintahan Desa pemerintahan desa dalam rangka

meningkatkan kapasitas sumber daya
manusianya.
Meningkatnya Peran dan Fungsi  |Memberdayakan lembaga masyarakat |ldentifikasi dan penataan lembaga
Lembaga Masyarakat Desa desa dalam penyelenggaraan masyarakat desa serta peningkatan
pemerintahan di desa pemahaman terkait tugas dan fungsi
masing-masing kelembagaan desa
3 |Meningkatkan pembangunan desa |Meningkatnya akses masyarakat |Meningkat koordinasi, sinergisme dan |Peningkatan peran OPD terkait untuk

untuk mencapai dominasi status
tipologi desa yang berkembang,
maju dan mandiri

terhadap pelayanan dasar, sosial,
ekonomi dan partisipasi dalam
menjaga serta perbaikan

integrase program dengan OPD serta
para pihak terkait.

peningkatan palayanan dasar, sosial,
ekonomi dan lingkungan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Maluku, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari
tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Rencana program yang akan dilaksanakan untuk

pencapaian target yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
g. Penyediaan Makanan dan Minuman

h. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat Koordinasi Teknis (Forum OPD) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku

J. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran

k. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

d. Pengadaan Mebeleur

e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
f.  Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
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3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a.
b.

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a.

Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa
Penyusunan Renstra OPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6. Program Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

a.

=

o o

> Q@ o

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Koordinasi Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi Maluku
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Barang Milik Desa / Asset Desa
Bimbingan Teknis Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa

Rapat Kerja Teknis Penyelenggaraan Pemeritahan Desa

Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Maluku

Fasilitasi Asistensi Penyusunan Kajian dan Produk Hukum Daerah tentang Desa
Fasilitasi dan Pembinaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kab/Kota
Fasilitasi Penataan Desa

Fasilitasi Kewenangan Desa

Fasilitasi Penegasan Batas Desa

. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat di

Provinsi Maluku
Fasilitasi Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat di Provinsi
Maluku
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0.

p.

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat di Provinsi Maluku

7. Program Bina Kelembagaan Desa dan Peningkatan Kapasitas

a.

=

o o

o «Q o

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa
Penguatan Kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa

Fasilitasi Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif bagi Lembaga Desa
Sosialisasi Permendagri 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa
Pembinaan Kelompok Kerja Tim Pokjanal Posyandu

Pembinaan dan pengembangan Kesejahteraan Keluarga

Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten / Kota
Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah TP PKK Provinsi Maluku
Fasilitasi dan Pembinaan Jambore PKK Provinsi Maluku

Fasilitasi Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi dan Nasional
Fasilitasi Rapat Kerja Daerah Tim Penggerak PKK Provinsi Tahun 2020
Sosialisasi Program PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja) Cinta Kasih

. Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan PAUD Inisiasi 0 sampai dengan 3

tahun

Pembinaan PAUD Terintegrasi dan Sosialisasi Bina Keluarga Balita

Penerapan Teknologi Tepat Guna lkan Asap Cair dan Pemberian Alat Bantuan
TTG

Pelatihan LP3PKK (Latihan Program dan Penyuluhan bagi Tim Penggerak PKK)
Verifikasi IVA Tes

Sosialisasi Stunting dan AKI - AKB

8. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a.
b.

C.

Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional

Failitasi Pembinaan Manajemen Pengelolaan BUMDES

Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Provinsi Maluku

Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat
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Fasilitasi Pembinaan Pengurus Asosiasi Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi (BPSPAMS).

Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
(TTG)

Pengembangan Pengelolaan Produk Unggulan di Desa Berkembang dan Mandiri

Fasilitasi Kegiatan Liga Desa Nusantara di Provinsi Maluku

9. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

a.

=

o o

o «Q o

Fasilitasi Pembinaan & Pengembangan Kawasan Perdesaan

Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
Rapat Koordinasi Kawasan Perdesaan

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Bersama

Fasilitasi Pembangunan Rumah Panjang Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
Fasilitasi Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan di Kawasan Perdesaan
Pembangunan Pasar Antar Desa Kawasan Perdesaan

Fasilitasi Pembangunan Embung di Kawasan Perdesaan

Fasilitasi Pembangunan Jalan antar Desa pada Kawasan Perdesaan

Fasilitasi Pembangunan Sarana Air Bersih Antar Desa pada Kawasan Perdesaan
Fasilitasi Pembangunan Jembatan di Kawasan Perdesaan

Pelatihan Pengolahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan

Secara lengkap Program, Kegiatan, Indikator Program/Kegiatan serta pendanaan

indikatif untuk rencana 5 (lima) tahun akan datang pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku akan tersaji pada tabel 8.1 berikut :
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Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 8.1

Provinsi Maluku

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja . Unit Kerja
Tujuan, Sasaran, Data Capaian Pada Kondisi Kinerja Pada Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan | ! Tahun Awal 2019 2020 2021 2022 2023 . : Daerah Lokasi
Program (Outcome) dan Akhir Periode Renstra
Kegiatan (Output) Perencanaan Penanggung-
Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Terwujudnya |Terwujudnya Program Pelayanan Administrasi  |Presentase 100% 20% 1,383.5 20% 1,550.8 20% 15748 20% 1,561.0 20% 15722 100% 7,642.3
Tata Kelola  |Penyelenggaraan Perkantoran Terselenggaranya
Pemerintahan  [Pemerintahan yang pelayanan administrasi
yang baik Efektif dan Efisien Perkantoran DPMD
Provinsi Maluku
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |Tersedianya Jasa Surat {2000 Surat/ 12 Bulan 12 Bulan 15.41 12 Bulan 15 12 Bulan 16 12 Bulan 16.5 12 Bulan 17 60 Bulan 79.91 DPMD Ambon
Menyurat Kebutuhan
Kantor
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, |Tersedianya 1 Jaringan |1 Jaringan/ 12 Bulan 12 Bulan 85 12 Bulan 100 12 Bulan 82 12 Bulan 83 12 Bulan 84 60 Bulan 434 DPMD Ambon
Sumber Daya Air dan Listrik  |Telepon, Fax dan Internet
untuk Kebutuhan Kantor
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan  |Tersedianya jasa 5 Unit 5 Unit 25 5 20 5 Unit 25 60 Bulan 70 DPMD Ambon
Perlengkapan Gedung Kantor pengangkutan peralatan
dan perlengkapan gedung
kantor
4 Penyediaan Jasa Kebersih Tersedi: Jasa 2 Orang |2 Orang/ 12 Bulan 2 Orang/ 12 35.932 2 Orang/ 12 74 2 Orang/ 12 70 2 Orang/ 12 72 2 Orang/ 12 74 2 Orang/ 60| 325.526 DPMD Ambon
Kantor Cleaning Service Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor ~ |Tersedianya alat tulis 54 Jenis ATK / 12 54 Jenis 63.071 50 Jenis 50 54 Jenis 62 54 Jenis 63 54 Jenis 64 54 Jenis 302.071 DPMD Ambon
kantor Bulan
6 Penyediaan Barang Cetakan dan | Tersedianya barang 12 Bulan 12 Bulan 51.76 12 Bulan 50 12 Bulan 52 12 Bulan 53 12 Bulan 54 60 Bulan 260.76 DPMD Ambon
Penggandaan cetakan dan penggandaaan
pendukung administrasi
kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan | Tersedianya bahan bacaan (3 Koran Daerah / 12 3 Koran 117 3 Koran 10 3 Koran 114 3 Koran 11.6 3 Koran 118 3 Koran 56.5 DPMD Ambon
Peraturan Perundang-Undangan  |pada 3 Jenis Koran Daerah|Bulan Daerah /12 Daerah/ 12 Daerah / 12 Daerah / 12 Daerah / 12 Daerah / 60
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
8 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan (240 Tamu pimpinan dan| 240 Tamu 25.148 240 Tamu 17 240 Tamu 26 240 Tamu 26.5 240 Tamu 27 240 Tamu 121.648 DPMD Ambon
Minuman minuman bagi tamu 12 kali rapat / 12 Bulan | pimpinan dan pimpinan dan pimpinan dan pimpinan dan pimpinan dan pimpinan
pimpinan dan rapat-rapat 12 kali rapat / 12 kali rapat / 12 kali rapat / 12 kali rapat /| 12 kali rapat /| dan 12 kali
staf 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan rapat / 60
Bulan
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Frekuensi Rapat- |18 Frekuensi 20 Frek 271.312 20 Frek 250 20 Frek 250 20 Frek 250 20 Frek 250 100 Frek | 1271.312 DPMD Ambon
Konsultasi ke Luar Daerah rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
10 Rapat Koordinasi Teknis (Forum|Jumlah Peserta Rapat 1 Kegiatan /50 Orang | 1 Kegiatan / 265 1 Kegiatan / 250 1 Kegiatan / 275 1 Kegiatan / 280 1 Kegiatan / 285 1 Kegiatan /| 1355 DPMD Ambon
OPD) Pemberdayaan Koordinasi Teknis (Forum |Peserta 50 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang
Masyarakat dan Desa Tingkat |OPD) Pemberdayaan Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta
Provinsi Maluku Masyarakat dan Desa
Tingkat Provinsi Maluku
11 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Tenaga Pendukung|21 Orang/ 12 Bulan 210Orang/ 12| 534.168 |22 Orang/ 12 715|122 Orang/ 12| 705.408 |22 Orang/ 12| 705.408 (22 Orang/12| 705.408 | 22Orang/ | 3365.62 DPMD Ambon
Administrasi / Teknis Administrasi Perkantoran Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 12 Bulan
Perkantoran yang tersedia menunjang
pekerjaan kantor
Program Peningkatan Sarana dan |Presentase jumlah 949.6 374.0 764.8 889.0 837.2 3,814.6
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
pada DPMD
1 Pengadaan Kendaraan Dinas /  |Jumlah kendaraan dinas/ |3 Unit Kendaraan Roda 1 Unit 477.225 1 unit 25 350 1 Unit 370 1 Unit 390 5 Unit 1612.225 DPMD Ambon
Operasional operasional 4/ 8 Unit Kend: Kend kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
kebutuhan kantor yang Roda 2 Roda 4/ 3 roda 2 Roda 4/ 2 Roda 4/ 3 Roda 4/ 21
tersedia Unit Unit Unit Unit
Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Roda 2 Roda 2 Roda 2 Roda 2
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2 Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan 16 Unit 2 Unit 11 3 Unit 13 3 Unit 15 24 Unit 39 DPMD Ambon
Gedung Kantor gedung kantor penunjang
administrasi kantor yang
diadakan
3 Pengadaan Peralatan Gedung  [Jumlah peralatan gedung 6 Unit 78 5 Unit 40 7 Unit 99 217 DPMD Ambon
Kantor kantor penunjang
kebutuhan kantor yang
tersedia
4 Pengadaan Mebeuler Jumlah Unit mebeuler 12 Unit 716 10 Unit 84 10 Unit 91 10 Unit 98 52 Unit 344.6 DPMD Ambon
kantor penunjang
kebutuhan kantor
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala  |{Jumlah kendaraan 15 Unit 15 Unit 279.04 15 Unit 279 15 Unit 284 15 Unit 289 15 Unit 294 15 Unit 1425| DPMD Ambon
Kend Dinas/ O i ional yang
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah peralatan gedung |30 Unit 30 Unit 3275 30 Unit 30 30 Unit 338 30 Unit 40 30 Unit 40.2 30 Unit hvag DPMD Ambon
Peralatan Gedung Kantor kantor yang il
Program Peningkatan Disiplin Presentase 36 150 75 80 341
Aparatur Meningkatnya Disiplin
aparatur DPMD dalam
melaksanakan tugas dan
fungsi
1 Pengadaan Pakaian Dinas dan | Jumlah pakaian dinas dan |- 80 Stel 75 80 Stel 80 80 Stel 155 DPMD | Ambon
Perlengkapan perlengkapannya bagi
aparatur Dinas PMD
Provinsi
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-|Jumlah pakaian khusus 72 Set 36 150 Stel 75 150 Stel 75 150 Stel 186| DPMD Ambon
Hari Tertentu hari-hari tertentu bagi
aparatur Dinas PMD
Provinsi
Program Peningkatan Kapasitas ~ [Presentase Peningkatan - 180 185 190 555
Sumber Daya Aparatur kapasitas sumberdaya
aparatur DPMD dalam
melaksanakan tugas dan
fungsi pelayanan
masyarakat
1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis |Jumlah Aparatur Dinas {5 Org 10 Org 180 10 Org 185 10 Org 190 350rg 555| DPMD Ambon
Bagi Aparatur PMD Provinsi pada
Pendidikan Pelatihan
| Teknis untuk menunjang
pelaksanaan tugas dan
fungsi
Program Peni 1 \ ya 776 650 860 880 890 4,056
Pengembangan Sistem Pelaporan  [pengembangan sistem
Capaian Kinerja dan Keuangan  [pelaporan dan capaian
kinerja dan keuangan
pada DPMD
1 Penyusunan Renstra OPD Jumlah Dokumen Renstra |- 1 Dokumen | 158.865 159| DPMD Ambon
OPD Dinas PMD
2 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen data 1 Dokumen/ 11 1 Dokumen/ | 617.324 | 1 Dokumen/ 600 1 Dokumen/ 760 1 Dokumen/ 780 1 Dokumen/ 790 1 3547 DPMD Ambon
Program Pemberdayaan monitoring dan evaluasi  |Kab/Kota 11 Kab/Kota 11 Kab/Kota 11 Kab/Kota 11 Kab/Kota 11 Kab/Kota Dokumen/
dan Pemeril Program 11
Desa Masyarakat dan Kab/Kota

Pemerintahan Desa dari 11
Kab/ Kota
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3 Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen Laporan |3 Dokumen 3 Dokumen 49.978 3 Dokumen 100 3 Dokumen 100 3 Dokumen 100 3 Dokumen 350 DPMD Ambon
kinerja dan ikhtisar realisasi Capaian Kinerja OPD
kinerja SKPD Dinas PMD
Program Bina Pemerintahan Desa |Presentase Desa dengan 15 2 4,573 4 1,096 6 3,885 8 1,850 10 3,015 12 10,975 DPMD Ambon
Kapasitas Kapasitas dan Kelurahan Tata Kelola
P Desa Pemerintahan Yang Baik|
dan Lembaga 1 Evaluasi Perkembangan Desa  [Jumlah Desa dan 3 Desa/ 3 Kelurahan 3 Desa/ 3 300 3 Desa/ 3 300 3 Desa/ 3 420 3 Desa/ 3 440 3 Desa/ 3 460 3 Desa/ 3 1920 DPMD Ambon
K¢ dan Kelurahan pe 99 Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
n Desa pemerintahan desa/
kelurahan terbaik yang
terpilin
2 Pekan Inovasi Desa dan Jumlah Desa dan 3 Desa/ 3 Kelurahan 3 Desal 3 300 3 Desa/ 3 300 3 Desa/ 3 420 3 Desal 3 440 3 Desa/ 3 460 3 Desa/ 3 1,920 DPMD Ambon
Kelurahan Tingkat Provinsi Kelurahan penyelenggara Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Maluku pemerintahan desa/
kelurahan terbaik yang
terpilih
3 Koordinasi Pelaksanaan Tentara |Jumlah Lokasi hasil 3 Kabupaten 3 225 3 200 3 260 3 280 3 290 3 1,255 DPMD Ambon
M: I\ Desa K K Kabup K K Kabupaten/
PelaksanaanTentara ta ta a ta ta kota
Manunggal Membangun
Desa
4 Rapat Koordianasi Evaluasi Jumlah Peserta Rapat 100 0rg/ 1 260 100 Org/1 280 *100 Org/ 1 290 100 0rg/1 1,070 DPMD Ambon
Pengelolaan Dana Desa Tingkat |Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Provinsi Maluku Dana Desa Tingkat
Provinsi Maluku
5 Pembinaan Pengelolaan Jumlah Peserta Bimbingan 1000rg/1 250 100 0rg/ 1 265 1000rg/1 280 1000rg/1 295 100 0rg/1 1,400 DPMD Ambon
Keuangan Desa dan Barang Teknis Pengelolaan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Milik Desa / Asset Desa Keuangan Desa
6 Bimbingan Teknis Penilaian Jumlah Peserta Bimbingan 100 Org/ 1 320 100 Org/ 1 320 DPMD Ambon
Evaluasi Perkembangan Desa | Teknis Penilaian Evaluasi Kegiatan Kegiatan
Perkembangan Desa
7 Rapat Kerja Teknis Jumlah Peserta Rapat 11 Kab/Kota | 3448.394 2000rg/ 1 500 2000rg/ 1 500 2000rg/ 1 1000 DPMD Lintas
Penyelenggaraan Pemerintahan  |Kerja Teknis Kat Kot Kot Gugus
Desa Penyelenggaraan Pulau
Pemerintahan Desa
8 Fasilitasi Asistensi Penyusunan |Jumlah Kajian terhadap 1 Dokumen / 210 1 Dokumen / 220 1 Dokumen / 230 1 Dokumen 660| DPMD Ambon
Kajian dan Produk Hukum produk hukum daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan /12 Bulan
Daerah tentang Desa tentang desa yang
diasistensi dalam tahun
berialan
9 Fasilitasi Penetapan Batas Desa |Jumlah Kabupaten/Kota 3 Kab/Kota / 200 3 Kab/Kota / 200 1 400 DPMD Lintas
lokasi Fasilitasi Penetapan 1 Keg 1Keg Kab/Kota / Gugus
Batas Desa 1 Keg Pulau
10 Fasilitasi dan Pembinaan Jumlah Kabupaten/Kota 5 Kab/Kota / 200 4 Kab/Kota / 200 3 Kab/Kota / 200 11 600 DPMD Lintas
Pemilihan Kepala desa Serentak (lokasi pelaksanaan 1Keg 1 Keg 1Keg Kab/Kota / Gugus
di Kab/Kota Pilkades Serentak 1Keg Pulau
11 Fasilitasi Penataan Desa Jumlah Kabupaten/Kota 3 Kab/Kota / 200 3 Kab/Kota / 200 11 400 DPMD Lintas
lokasi Fasilitasi Penataan 1 Keg 1Keg Kab/Kota / Gugus
Desa 1Keg Pulau
12 Fasilitasi Kewenangan Desa  [Jumlah Kabupaten/Kota 3 Kab/Kota / 200 3 Kab/Kota / 200 11 400 DPMD Lintas
lokasi Fasilitasi 1Keg 1Keg Kab/Kota / Gugus
Kewenangan Desa 1Keg Pulau
13 Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 400 1 Dokumen 400 DPMD Ambon
Rancangan Peraturan Daerah Ranperda yang tersusun
tentang Hak Ulayat di Provinsi
Maluku
14 Fasilitasi Uji Publik Rancangan |Jumlah Dokumen 1 Dokumen/ 146 1 Dokumen 300 DPMD Ambon
Peraturan Daerah tentang Hak ~ |Ranperda yang diuji 1Keg /1 Keg
Ulayat di Provinsi Maluku publik
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15 Sosialisasi Peraturan Daerah Jumlah Dokumen 330 0rg/ 11 500 3300rg/ 500 DPMD Lintas
tentang Hak Ulayat di Provinsi |Ranperda yang diuji Kab/Kota/ 1 11 Gugus
Maluku publik Keg Kab/Kota/ 1 Pulau

Keg

16 Pekan Inovasi Desa dan Terlaksananya Pekan 1Keg 350 1Keg 350 1Keg 350 1Keg 350 DPMD Lintas
Kelurahan Tingkat Provinsi Inovasi Desa dan Gugus
Maluku Kelurahan Tingkat Pulau

Provinsi Maluku
Meningkatkan Peran Program Bina Kelembagaan  |Presentase Lembaga 60 63 3,130 66 3,237 69 4,865 2 4,594 75 4,253 78 10,612| DPMD
dan Fungsi Lembaga dan Peningkatan Kapasitas Desa Yang Aktif
Masyarakat Desa

1 Fasilitasi dan Pembinaan Jumlah Peserta Rapat - 500rg/1 200 1000rg/ 1 200 1Keg 795 DPMD Ambon
Kelembagaan Desa Koordinasi Kelembagaan Keg Keg

Desa dan Desa Adat

2 Fasilitasi Pembinaan dan Jumlah Laporan - 1 Laporan/2 200 1 Laporan/ 2 200 1 Laporan/2 200 1 800 DPMD Lintas
Pengembangan Kapasitas Pembinaan dan Kab Kab Kab Kab/Kota Gugus
Kelembagaan Desa Pengembangan Kapasitas Pulau

Kelembagaan Desa di 11
Kab/Kota

3 Penguatan Kapasitas bagi Badan |Jumlah Peserta Penguatan 165 Org/ 3 550 1800rg/3 300 180 0rg/ 3 625 180 0rg/3 650 180 0rg/3 675 805 0rg/ 2800 DPMD Lintas

Permusyawaratan Desa Kapasitas Badan Kab/ Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota 11 Gugus
Permusyawaratan Desa Kab/Kota Pulau

4 Fasilitasi Pelatihan Perencanaan |Jumlah Peserta Pelatihan 90 Org/ 3 300 60 Org/ 2 250 90 Org/ 3 300 3300rg/ 1150 DPMD Lintas
Pembangunan Partisipatif bagi  |F F Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota 11 Gugus
Lembaga Desa Partisipatif bagi Lembaga Kab/Kota Pulau

Desa

5 Sosialisasi Permendagri 96 Jumlah Peserta Sosialisasi 77 Org/ 1 keg 300 770rg/1 300 DPMD Ambon
Tahun 2017 tentang Kerjasama |Permendagri 96 Tahun Keg
Antar Desa 2017 tentang Kerjasama

Antar Desa

6 Pembinaan Kelompok Kerja Tim|Jumlah Peserta Pembinaan 250rg/1 100 250rg/1 154 250rg/1 100 250rg/1 100 250rg/1 100 250rg/1 608 DPMD

Pokjanal Posyandu / Rakoor Tim Pokjanal Keg Keg Keg Keg Keg Keg
Posyandu

7 Pembi dan P T 12 Bulan 12 Bulan 430 12 Bulan 459 12 Bulan 500 12 Bulan 500 12 Bulan 500 12 2418 DPMD Ambon

Kesejahteraan Keluarga operasional Sekretariat TP
PKK Provinsi Selama 12
Bulan

8 Evaluasi Pelaksanaan 10 Jumlah Desa Yang 12 Bulan 12 Bulan 370 12 Bulan 368 12 Bulan 300 12 Bulan 300 12 Bulan 300 12 Bulan 1500 DPMD Lintas
Program Pokok Tingkat Terpilih sebagai Desa Gugus
Kab/Kota terbaik Pelaksana 10 Pulau

Program Pokok PKK

9 Fasilitasi Rapat Kerja Daerah  |Jumlah Peserta yang 150 Org 241 478 461 461 461
Tim Penggerak PKK Provinsi  |mengikuti Rapat Kerja
Tahun 2020 Daerah TP PKK Provinsi

Tingkat Nasional

10 Fasilitasi dan Pembinaan Jumlah Pengurus PKK 90rg 160 150rg/1 236 150rg/1 305 150rg/1 305 150rg/1 305 150 Org/ 1 241 DPMD

Jambore PKK Provinsi Maluku |yang mengikuti Jambore Keg Keg Keg Keg Keg
Kader

11 Fasilitasi Pelaksanaan Hari Jumlah Peserta Peringatan 130 Org/9 213.985 371 480 480 480
Kesatuan Gerak PKK Tingkat  [HKG PKK Tingkat Org/2 Kg
Provinsi dan Nasional Provinsi dan Nasional

12 Fasilitasi Pelaksanaan Rapat  [Jumlah Peserta Rapat 173 Org 135 173 Org 100 173 Org 100 173 Org 100
Konsultasi TP PKK Provinsi  |Konsultasi TP. PKK
Maluku Provinsi dan Tingkat

Nasional

13 Sosialisasi Program PAAR (Pola| Terlaksananya Sosialiasi 4 Kab/Kota 200 3 Kab/Kota 177 3 Kab/Kota 175 3 Kab/Kota 175 2 Kab/Kota 150 Lintas
Asuh Anak dan Remaja ) Cinta |Program PAAR (Pola Gugus
Kasih Asuh Anak dan Remaja ) Pulau

Cinta Kasih kepada Kader
PKK Kabupaten
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Misi Il :

Pengelolaan
Sumber Daya
Alam Yang
Berkelanjutan

14 Fasilitasi Pe dan T 12BIn 200 12BIn 169 12 BIn 158 12BIn 158 12 BIn 158 Lintas
Pembinaan PAUD Inisiasi 0 pada PAUD Gugus
sampai dengan 3 Tahun Inisiasi Binaan TP.PKK Pulau
15 Pembinaan PAUD Terintegrasi | Terlaksananya Pelatihan 3 Kab /60 146 3 Kab/60 150 3 Kab /60 154 Lintas
dan Sosialisasi Bina Keluarga | Tumbuh Kembang Anak Org Org Org Gugus
Balita PAUD Terintegrasi Pulau
Posyandu dan Sosialisasi
Pendidikan Keluarga dan
BKB ( Bina Keluarga
Balita)
16 Pelatihan LP3PKK (Latihan Terlaksananya Pelatihan 1Keg 150 Lintas
Program dan Penyuluhan bagi  |Pengelolaan Program dan Gugus
TIM Penggerak PKK Penyuluhan PKK bagi Pulau
Pengurus PKK
17 Verifikasi IVA Test F 8 Kab/ Kota 170 170 170 Lintas
masyarakat tentang Gugus
pentingnya Pencegahan Pulau
kanker serviks
18 Sosialisasi Sttunting dan AKI - |Meningkatnya Pemahaman 4 Kab/Kota | 345.015 345.015 345.015 Lintas
AKB masyarakat khususnya Gugus
Kader PKK terhadap Pulau
masalah stunting dan
Penurunan AKI - AKB
19 Penerapan Teknologi Tepat  |Meningkatnya 3 Kab/Kota 190 3 Kab/Kota 200 3 Kab/Kota 220 2 Kab/Kota 200 Lintas
Guna Ikan Asap Cair dan Pengetahuan tentang Gugus
Pemberian Alat Bantuan TTG  [pentingnya TTG dalam Pulau
Proses Pengolahan Ikan
j N Program Pembangunan dan Peningkatan Jumlah 41912 15/898 450| 26/884 1,509 37/870 2,337| 48/856 2,368 59/842 2,299| 70/828 11,063 DPMD
keberd Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri dan
kat di |Masyartakat Desa Desa Penurunan Desa
desa melalui Tertinggal
Pemberdayaan
Masyarakat 1 Gelar Teknologi Tepat Guna  [Terikutnya Provinsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 300 1 Kegiatan 300 1 Kegiatan 312 1 Kegiatan 318 1 Kegiatan 324 1 Kegiatan 1554| DPMD Ambon
Tingkat Nasional Maluku dalam Kegiatan
Gelar Teknologi Tepat
Guna Tingkat Nasional
2 Fasilitasi Pembinaan Manajemen|Jumlah Pengurus Bumdes |- - 240 Org/ 500 3200rg/ 500 3200rg/ 500 3200rg/ 500 3200rg/ 2,000 DPMD Ambon
Pengelolaan BUMDES pada Kab/Kota yang 6Kab 6Kab 6Kab 6Kab 6Kab
mengikuti Pelatihan
Manajemen Pengelolaan
Bumdes
3 Fasilitasi K T¢ Rapat |- - 2 Kab/ Kota / 200 3 Kab/ Kota / 250 3 Kab/ Kota / 250 3 Kab/ Kota / 250 1 950| DPMD Ambon
Pencegahan Stunting dan Sosialisasi 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg Kab/Kota/ 1
Konvergensi Pencegahan Keg

Stunting di 11 Kab/Kota
Provinsi Maluku
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5 Fasilitasi Pembinaan dan Jumlah dokumen data 9 Kab 150 9 Kab 150 9 Kab 225 9 Kab 250 9 Kab 275 9 Kab 1,050 DPMD Ambon
Pengendalian Penyediaan Air  |pembinaan dan
Minum dan Sanitasi Berbasis  |pengendalian penyediaan
Masyarakat air minum dan sanitasi

berbasis k

6 Fasilitasi Pembentukan dan Jumlah Kabupaten Lokasi 2 Kab 250 2 Kab 250 2 Kab 250 9 Kab 750 DPMD Lintas
Pembinaan Pengurus Asosiasi  |Pembentukan dan Gugus
Badan Pengelola Sistem Pembinaan Pengurus Pulau
Penyediaan Air Minum dan /Asosiasi BPSPAMS
Sanitasi (BPSPAMS)

7 Pengembangan Pengelolaan Jumlah Kelompok 6 Kelompok/ 300 6 Kelompok/ 300 4 Kelompok/ 250 22 1550 DPMD Lintas
Sumber Daya Alam dan Masyarakat yang dibina 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 2 Kab/Kota Kelompok/ Gugus
Teknologi Tepat Guna (TTG)  [dalam pengembangan TTG| 11 Pulau

di 11 Kab/Kota Kab/Kota

8 Pengembangan Pengolahan Jumlah Pengolahan Produk| 6 Kelompok/ 259 12 300 6 Kelompok/ 300 4 Kelompok/ 250 22 1809 DPMD Lintas
Produk Unggulan di Desa Unggulan di Desa yang 5 Kab/Kota Kelompok/ 6 3 Kab/Kota 2 Kab/Kota Kelompok/ Gugus
Berkembang dan Mandiri diberikan bantuan stimulan Kab/Kota 11 Pulau

Kab/Kota
9 Fasilitasi Kegiatan Liga Desa  [Terpilihnya tim liga dari 1Tim/ 3 Kab 100 1Tim/11 200 1Tim/11 200 1Tim/11 200 1Tim/11 1400 DPMD Lintas
Nusantara di Provinsi Maluku  (desa yang akan mewakili Kab Kab Kab Kab Gugus
Provinsi pada Kegiatan Pulau
Liga Desa Nusantara dari
11 Kab/Kota
Misi IV : Meningkatnya Program Pembangunan Jumlah Kawasan 2 4 1125 6 975 8 4,881 10 4,884 1n 4,887 1n 23952| DPMD
Peningkatan kapasitas lembaga Kawasan Perdesaan Perdesaan Yang
Infrastruktur dan ekonomi perdesaan Berkembang
Konektivitas 1 Fasilitasi Pembinaan dan Jumlah Kab/Kota Lokasi |3 Kabupaten 6 Kabupaten 300 6 Kabupaten 300 11 Kabupaten 350 11 Kabupaten 350 11 Kabupaten 350 11 Kab/ 1,650 DPMD Ambon
Gugus Pulau Pengembangan Kawasan Pembinaan kawasan Kota
Perdesaan Perdesaan di 11
Kabupaten/kota

2 Pembinaan Penguatan Kapasitas |Terlaksananya penguatan 2 Kab/ 2 125 2 Kab/ 2 125 2 Kab/ 2 131 2 Kab/ 2 134 2 Kab/ 2 137 8 Kab/ 8 652| DPMD Ambon
Kelompok Pengelola Sarana Kapasitas bagi kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok
Prasarana Kawasan Perdesaan ~ |pengelola sarana prasarana

kawasan perdesaan

3 Rapat Koordinasi Kawasan Jumlah Peserta Rapat 40 Org 200 50 Org 200 40 Org 250 40 Org 250 40 Org 250 2400rg/ 1 1,400 DPMD Ambon

Perdesaan Koordinasi Kawasan Keg
Perdesaan

4 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas [Jumlah Peserta/ 40 Org/ 4 500 400rg/ 4 150 80 0rg/ 4 250 80 0rg/ 4 250 80 0rg/ 4 250 750 1650 DPMD Lintas

Pengelola Bumdes Bersama  {Bumdesma Peningkatan 2 2 Bumdesma/ 4 Bumdesma/ 4 Bumdesma/ 4 Gugus
Kapasitas Pengelolaan Kab/Kota Kab/Kota Kawasan/ 2 Kawasan/ 2 Kawasan/ 2 Pulau
Bumdes Bersama pada Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Kab/Kota

5 Fasilitasi Pembangunan Rumah  |Jumlah Unit Rumah Pajang 2 Unit/2 400 2 Unit/2 400 2Unit/2 400 10 Unit/ 10 2000 DPMD Lintas
Pajang Produk Unggulan Prukades yang terfasilitasi Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Gugus
Kawasan Perdesaan pembangunannnya Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Pulau

6 Fasilitasi Pembangunan Jumlah Tambatan Perahu 2Unit/2 400 2 Unit/2 400 2Unit/2 400 10 Unit/10 2000 DPMD Lintas
Tambatan Perahu Nelayandi  [Nelayan yang terfasilitasi Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Gugus
Kawasan Perdesaan pembangunannya Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Pulau

7 Pembangunan Pasar Antar Desa |Jumlah Pasar Antar Desa 2Unit/2 500 2 Unit/2 500 2 Unit/2 500 10 Unit /10 2500 DPMD Lintas
Kawasan Perdesaan lyang terfasilitasi Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Gugus

pembangunannnya Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Pulau
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8 Fasilitasi Pembangunan Embung|Jumlah Embung Kawasan 2Unit/2 600 2Unit/2 600 2Unit/2 600 10 Unit/10{ 3000 DPMD Lintas
di Kawasan Perdesaan Perdesaan yang Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Gugus
terfasilitasi Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Pulau
pembangunannnya
9 Fasilitasi Pembangunan Jalan  |Panjang Jalan antar desa 2 Kawasan 1000 2 Kawasan 1000 2 Kawasan 1000 |10 Kawasan| 4000 DPMD Lintas
antar Desa pada Kawasan pada kawasan perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Gugus
Perdesaan yang terfasilitasi Pulau
10 Fasilitasi Pembangunan Sarana |{Jumlah Unit Sarana Air 2Unit/2 400 2Unit/2 400 2Unit/2 400 10 Unit/10{ 2000 DPMD Lintas
Air Bersih Antar Desa pada | Bersih Kawasan Perdesaan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Gugus
Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Pulau
pembangunannnya
11 Fasilitasi Pembangunan Jumlah Unit Jembatan di 2Unit/2 400 2Unit/2 400 2Unit/2 400 10 Unit/10{ 2000 DPMD Lintas
Jembatan pada Kawasan Kawasan Perdesaan yang Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Gugus
Perdesaan terfasilitasi Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Pulau
Misi Il : 12 Pelatihan Pengolahan Produk  |{Jumlah Peserta Pelatihan 600rg/2 200 600rg/2 200 600rg/2 200 600rg/2 200 330 0rg/ 1100 DPMD Lintas
Pengelolaan Unggulan Kawasan Perdesaan  [Pengolahan Produk Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan 11 Kawasan| Gugus
Sumber Daya Unggulan Kawasan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Pulau
Alam Yang Perdesaan
Berkelanjutan
Total anggaran 12,387.7 9421.8 19,497.6 17,286.0 18,023.4 73,011.1
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku berdasarkan UU 23
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai tugas pokok dan fungsinya
menjalankan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan demikian guna
menunjang hal tersebut, Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Maluku yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan
sasaran dalam rancangan awal RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1.

berikut terlampir :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku pada Tujuan dan Sasaran RPIJMD
KONDISI AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kondisi Akhir
NO INDIKATOR SATUAN Periode RPIJMD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (2024)

1 |Presentase desa maju Presen 0 0.33 1.33 2.33 333 4.33 5.33 6.33

2 |Persentase Jumlah Bumdes yang Presen 53.92 | 53.92 55 57 59 61 63 65
berkembang

3 |Presentase Jumlah Kawasan Presen 0 18 41 42 43 44 45 46
Perdesaan yang Telah Berkembang

4 |Persentase Jumlah Bumades yang Presen 0 0 36 38 40 42 44 46
berkembang

5 |Cakupan Sarana Perkantoran Presen 29.38 | 29.38 31 33 35 37 39 41
Pemerintahan Desa Yang Baik

6 |Persentase Kepala/ Perangkat Desa| ~ Presen 19.15 | 22.61 25 28 31 34 37 40
yang Mengikuti Telah
Diklat/Bimtek manajemen
pemerintahan Desa

7 |Presentase Jumlah Kepala Desa Presen 48 53 55 58 60 63 66 69
Defenitif

8 |Persentase Lembaga Masyarakat Presen 58 60 62 64 66 70 72 75
yang aktif menjalankan fungsinya

9 |Nilai IDM (Dimensi Sosial, Indeks 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66 0,68
Ekonomi dan Lingkungan
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku ini
diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dalam kurun waktu
lima tahun (2019 - 2024).

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya
dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku tahun 2019
- 2024, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan
masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai
perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja
tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak
menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan
upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku ini disampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Maluku dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan

terukur.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI MALUKU
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